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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/ 1460/KEP/413.013/2019

TENTANG

PENERIMA HIBAH LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 (PAK)

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN,

bahwa  sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2019 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun
2019 tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2019, serta guna optimalisasi
pengembangan program pendidikan dan meningkatkan
sarana prasarana khususnya lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan
Penerima Hibah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (PAK) dalam
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4530)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465},
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten lLamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007
Nomor 10/E};

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 30 Tahun
2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan
(Lembaran Daerah  Kabupaten Lamongan Tahun
2017 Nomor 2J;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 13} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 4).

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Nama-nama Penerima Hibah Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019
(PAK), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini.

Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1.

2.

ooe

Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di
Surabaya;

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur di Surabaya;

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR

. 188/1460/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019 (PAK)

ALAMAT JUMLAH
NO. NAMA LEMBAGA =% e ATATAN BAI{\II;I‘;.}TAN
T 2 3 3 5
1. | RA ASSA’ADAH GEMPOLTUKMLOKO SARIREJO 50.000.000
2. | TK PEMBANGUNAN 1 BADURAME TURI 25.000.000
3. | TK MUSLIMAT NU 02 BRENGKOK BRONDONG 175.000.000
4. | TK ABA BANJARWATI BANJARWATI PACIRAN 100.000.000
5. | TK KARTINI SEDAYULAWAS BRONDONG 25.000.000
KB DHARMA WANITA TUNAS
6. | B O N AMPANGSEJATI GAMPANGSEJATI LAREN 10.000.000
7. | PAUD BUNGA BANGSA SIDODOWO MODO 50.000.000
8. | TK BUNGA HARAPAN V DLANGGU DEKET 30.000.000
9. | TK PERTIWI WEDUNI DEKET 100.000.000
10, | TKE MUSLIMAT NU MALIHATUL | pyngoUL PACIRAN 25.000.000
HIKAM
11. | KB MELATI 2 PACIRAN PACIRAN PACIRAN 20.000.000
12. | TK DHARMA WANITA TUNGGUL PACIRAN 60.000.000
13. | TK ISLAM KEDUNGPRING KEDUNGPRING 10.000.000
14. | RA AL HIKMAH GEDANGAN SUKODADI 50.000.000
15. | TK DHARMA WANITA SIWURAN MADURAN 30.000.000
16. | TK DHARMA WANITA BRUMBUN MADURAN 50.000.000
17. | PAUD AISYIYAH 02 BLIMBING PACIRAN 100.000.000
18. | TK BUDI LUHUR BLAWI KARANGBINANGUN |  50.000.000
19. | TK WIRASWASTA KULURAN KALITENGAH 100.000.000
20. | TK MUSLIMAT NU 01 SENDANGHARJO BRONDONG 100.000.000
1.160.000.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI




